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TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP)
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KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) adalah pelayanan administrasi peradilan
secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan
informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengambilan panjar biaya
perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu ;

Bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan
Agama Muara Labuh perlu ditunjuk dan dangkat Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelasaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan (Whistleblolowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMAJ/SK/1/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/DJA/SK/V11/2011
tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Keputusan  Direktur  Jenderal Badan  Peradilan = Agama  Nomor
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) di Lingkungan Peradilan Agama.

Keputusan Dirjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor
1453/DjA/Kp.02.1/ VI11/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Hasil Penilaian
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilingkungan Peradilan Agama.

Surat Dirjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI  Nomor
843/DjA/HM.00/111/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang himbauan untuk
mengientifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG TIM
PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN
AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020.

Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Memerintahkan kepada Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Agama Muara Labuh untuk meaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tersebut
dalam lampiran keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk di indahkan dan dilaksanakan .

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana
mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 1 . Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor : W3-A9/74/0T.01.3/1/2020, tanggal 02 Januari 2020
Tentang : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama
Muara Labuh Tahun 2020.
Jabatan
No Nama / NIP Pangkat/ Golongan Kedinasan Dalam Tim
1 2 3 4 5
Nurmaisal, S.Ag., MH. .
1 NIP. 197411141999032001 Pembina Tk.I (IV/b) | Ketua Pengarah
Nasril, S.Ag. .
2 NIP. 196212311991011001 Penata Tk.I (111/d) Panitera _
Darnialis, S.Ag. . Penanggungjawab
3 NIP. 196511131994012001 Penata Tk.I (111/d) Sekretaris
Afkar, SH. . .
4 NIP. 197302261994011001 Penata Tk.I (111/d) Wakil Panitera
Drs. Nurfadhil .
5 NIP. 196607181994031003 Penata Tk.I (111/d) Panitera Muda Gugatan
Etma Juita, BA. .
6 NIP. 196406261993022001 Penata (111/c) Panitera Muda Hukum Pelaksana PTSP
Renol Syaputra, S.HI. .
7 NIP. 198211192011011008 Penata (111/c) Panitera Muda Permohonan
8 Warliati Penata (111/c) Kasubbag. Perencanaan, Tl dan

NIP. 196203111986032001

Pelaporan
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 2 . Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor : W3-A9/74/0T.01.3/1/2020, tanggal 02 Januari 2020
Tentang : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama
Muara Labuh Tahun 2020.
STRUKTUR

TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 3 . Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor - W3-A9/74/0T.01.3/1/2020, tanggal 02 Januari 2020
Tentang : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan

Agama Muara Labuh Tahun 2020.

I Tugas dan tanggungjawab Pengarah Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :
Membentuk Tim Pengelola PTSP.

Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP.

Mensosialisasikan PTSP.

Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Unit Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Mengawasi dan mengevaluasi PTSP.

TR W

Il. Tugas Penanggungjawab PTSP :
Membentuk dan mengoperasikan PTSP.
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung PTSP.
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan
baik.
4. Berkoordinasi dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan PTSP kepada Pengarah PTSP.

I1l. Tugas dan tanggungjawab Pelaksana PTSP.
1. Mengatur jadwal petugas PTSP.
2. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP.
3. Menyusun Laporan PTSP.

\VA Tugas dan tanggungjawab Petugas PTSP.
Memberikan pelayanan secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku.
3. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan
bidangnya masing-masing.
4. Memberikan informasi dan petunjuk layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Labuh, 02 Januari 2020
engadilan Agama Muara Labuh,



